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WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 100.3.3.3- (%0 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

Mengingat

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung
khususnya bangunan gedung untuk kepentingan umum,
perlu menetapkan tim profesi ahli penyelenggaraan
bangunan gedung Kota Sawahlunto;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Kota Sawahlunto Tahun Anggaran
2025;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); '

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tehun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 163), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6978];

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan
Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomor 11);
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13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor
14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 112);

16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
adalah :

a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung
terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan
pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses
konsultasi perencanaan bangunan gedung; dan

b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran
terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran
bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis
kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.

Untuk Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

diberikan honorarium yang dibayarkan per orang/kali

konsultasi dimana untuk satu kasus paling banyvak dilakukan

S (lima) kali konsultasi.

Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan

pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.



KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal ®/ Maret 2025

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

pm

DA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.

2.
3.
4.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;

Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto; dan
Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR  : 100.3.3.3- 120.2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG KOTA SAWAHLUNTO TAHUN

ANGGARAN 2025
i
| NO. NAMA UNSUR KEDUDUKAN DALAM TIM
Anggota Tim Profesi Ahli
1. | Ir. Nasirman Chan, 8.T., M.T., IP Profesi Ahli Bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Anggota Tim Profesi Ahli
2. | Dr. Al Busyra Fuadi, S.T., M.Sc Akademisi Bidang Arsitektur Cagar
Budaya
ok Anggota Tim Profesi Ahli
3. |Ir. Agus, M.Sc Akademisi Bidang Sipil
Anggota Tim Profesi Ahli
4. | Ir. Yani Ridal, M.T Akademisi Bidang Mekanikal
Elektrikal
_ .. . , Anggota Tim Profesi Ahli
5. | Ivo Fridina, S.T., M.T Profesi Ahli Bidang Arsitektuf
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

%

A PUTRA




